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ABSTRAK

Dimas Tomy Hanggara, 2022 : “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/111/2002 Dalam Akad Gadai Emas
Di PT. Jasa Gada Syariah Pekalongan”

Daam menjaankan praktiknya PT. Jasa Gadai Syariah tidak terlepas dari
fatwa yang disahkan oleh DSN MUI, terutama pada produk gadai emas syariah di
PT. Jasa Gadai Syariah wajib sesua dengan fatwa DSN MUI no. 25/DSN-
MUI/111/2002 tentang rahn. Di dalam fatwa tersebut membahas tata cara gadai
emas agar sesuai dengan prinsip syariah serta penjuaan barang jaminan yang
tidak ditebus oleh para nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk
mengetahui praktik gadai emas, kedua, implementas fatwa DSN MUI no.
25/DSN-MUI/IN/2002, dan ketiga, adasan kenapa tidak terimplementasi
sepenuhnyafatwa DSN MUI di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan.

Jenis pendlitian ini adalah penelitian lapangan (field-resech) dengan objek
penelitian yaitu implementasi fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/111/2002 dalam
akad gadal emas di PT. Jasa Gadai Syariah. Sumber data berupa data primer dan
sekunder, data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara
sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi yakni memanfaatkan
sumber buku, artikel jurnal, situs atau website. Dan analisis data menggunakan
deskriptif kualitatif yang disimpulkan dengan cara berfikir induktif.

Kesimpulan penelitian ini bahwa pertama, praktik gadai emas di PT. Jasa
Gadai Syariah menggunakan dua akad yaitu rahn dan ijarah, kedua, pelaksanaan
faawa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/II1/2002 tentang rahn.di PT. Jasa Gadal
Syariah telah sesuai dalam praktiknya, akan tetapi ketika penakaran rahn atau
taksiran rahn jauh lebih tinggi nominalnya dengan nominal utang nasabah serta
dalam proses penjualannya tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI akan
tetapi tujuan dari penjualan barang jaminan yang tidak ditebus sesuai dengan
fatwa DSN MUI yaitu untuk melunasi pinjaman utang debitur serta pembayaran
ujrahnya, dan ketiga, sistem penjualan tidak menggunakan lelang dengan alasan
nasabah jarang ada yang menebus dan biar penjual annya mudah.

Kata kunci : Implementas Fatwa, Penetapan Hukum, MUI
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fatwa merupakan salah satu produk hukum dalam Islam yang diterbitkan
dengan berdasarkan pemikiran serta ijtihad oleh para ulama atau mufti dengan
caraijma’ dan berlaku untuk umum, arti dari ijtihad adalah sebuah usaha yang
dilakukan dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu untuk memutuskan suatu
perkara yang belum dibahas sepenuhnya dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadis
dengan menggunakan akal sehat serta pertimbangan yang matang dan ijma’
merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam
berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Di
Indonesia fatwa ditetapkan oleh MUI, secara kelembagaan MUI sering
diposisikan sebagai ‘mufti negara’ di mana ketika pemerintah secara resmi
meminta fatwa dalam perkara yang sedang terjadi dalam presfektif syariat

Islam.

Sgarah di Indonesia peran para ulama begitu besar untuk membangun
tanah air ini, sudah sgjak lama para ulama menjadi penggerak dan motivator di
setigp perubahan zaman yang terjadi pada masyarakat, tidak diragukan lagi
keilmuan dari para ulama yang aktif membimbing masyarakat dalam

menjalani kehidupan sehari-hari.



Ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam sudah ada sejak zaman
dahulu dimulai sgjak Islam berdiri berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis di
bawah kepemimpinan seorang yang bijak, yaitu nabi Muhammad SAW.
Setelah wafatnya beliau, perkembangan ekonomi Islam semakin pesat dalam

mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman.!

Zaman sekarang di mana perkembangan teknologi semakin canggih dalam
memberikan pelayanan ataupun penggunaan sehari-hari, seperti mencari
informasi bisa melalui internet dengan menggunakan smartphone, tablet
maupun komputer. Dalam dunia ekonomi yang berbasis syariat 1slam terdapat
perbankan maupun non perbankan dengan menjaankan produknya
berdasarkan syariat 1slam, produknya diantarnya: e-money syariah, tabungan
syariah, deposito syariah, gadai syariah, giro syariah dan pembiayaan syariah,

di mana dalam menjaankan produknya berpegang teguh pada fatwa-fatwa.

Di Indonesia fatwa dikeluarkan oleh Magelis Ulama Indonesia atau bisa
disingkat MUI sebagai suatu putusan tentang persoalan yang tengah terjadi
berdasarkan pemikiran serta ijtihad para ulama dengan cara ijma’ untuk
dijadikan pegangan dengan merujuk pada Al-Quran, Hadis dan Sunnah nabi

Muhammad SAW, serta Qiyas.

DSN dibentuk oleh Maeis Ulama Indonesia pada tahun 1998

berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/11/1999, di mana

L Anshori, Abdul Ghofur. 2011, Gadai Syariah dilndonesia: Konsep, Implementasi, dan
Ingtitusionlisasi, (Y ogyakarta: Gadjah Mada University press) h. 191



menjalankan tugas dan kewenangannya untuk kesesuaian antara produk dan

kegiatan yang dilakukan di LKS sesuai dengan syara'.?

PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan terdapat dua produk yaitu produk
gadai emas dan pembiayaan angsuran emas. Pada produk gada di PT. Jasa
Gadai Syariah dengan menggunakan akad Rahn dan akad ljarah dalam
memberikan pinjaman utang kepada nasabah wajib ada barang jaminan berupa
emas baik itu dalam bentuk kalung, cincin, gelang, maupun emas batangan

atau logam mulia.

Tabd 1

Data Jumlah Nasabah PT. Jasa Gadai Syariah Pada Tahun 2019 - 2021

Tahun Gadai Emas | Angsuran Emas
2019 4.556 700
2020 5.742 731
2021 7.519 710

Sumber dari data primer yaitu wawancara pribadi.

Berdasarkan Tabel 1, banyak dari masyarakat yang menggadaikan
emasnyadi PT. Jasa Gadai Syariah, di mana setiap tahunnya terdapat kenaikan
jumlah nasabah. Terutama pada tahun kemarin yaitu tahun 2021 terdapat

7.519 nasabah yang menggadaikan emasnya.

2 Awaludin dan Andis Febrian “Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan
pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” (Bukitinggi: Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam
Vol. 06 No. 02, IAIN Bukitinggi, Juli-Desember 2020), h. 201

3 Dina Fitriana, Staff di Jasa Gadai Syariah, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2
November 2021



Seorang yang ingin menggadaikan emas di PT. Jasa Gadai Syariah
diharuskan membawa identitas diri berupa KTP serta membawa barang
sebagal jaminan berupa emas baik itu perhiasan maupun logam mulia
Kemudian emas ditaksir oleh petugas agar tau berapa jumlah maksimal utang
dari barang jaminan tersebut serta biaya ujrah per hari (0,06% dari jumlah
taksiran rahn), jumlah taksiran rahn nominalnya lebih besar dengan nominal
jumlah utang nasabah. Dan jangka waktu jatuh tempo 120 hari dari saat

menggadaikan.

Ketika sudah jatuh tempo nasabah belum melunasinya maka pihak PT.
Jasa Gadai Syariah menghubungi nasabah agar segera membayar, jika nasabah
ingin diperpanjang maka akan diperpanjang selama 120 hari. Ketika sudah
diperpanjangpun nasabah belum melunasinya maka nasabah dihubungi
kembali untuk memusyawarahkan di PT. Jasa Gadai Syariah, jika hasil dari
kesepakatan akan dijual, maka barang jaminan tersebut akan dijual. Akan
tetapi penjualannya bukan dengan menggunakan sistem lelang tetapi dengan

penjualan ke toko emas.

Walaupun sistem penjualan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI no.
25/DSN MUI/N1/2002 yaitu dengan lelang tapi dari hasil penjualan tersebut

guna melunasi utang nasabah serta pembayaran ujrah. Dan jika terdapat



kelebihan atau sisa maka akan diserahkan ke nasabah sebaliknya jika terdapat

kekurangan maka kewajiban nasabah yang menambahi.*

Pel aksanaan dalam gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan tidak
terlepas dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. DSN MUI mengeluarkan
fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan gadai dalam prinsip
hukum Islam di Indonesia, yang tertuang dalam fatwa nomor 25/DSN-
MUI/111/2002 tentang rahn, di dalamnya memuat peraturan dibolehkannya

gadai, fatwa tersebut diantaranya adalah:

1. kreditur (LKS) berhak menahan barang yang menjadi jaminan atau
marhun hingga keseluruhan utang debitur (nasabah) kepada kreditur
terbayar lunas.

2. Barang jaminan serta manfaat tetap menjadi milik debitur. Pada
dasarnya, tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jaminan oleh
kreditur tanpa seizin debitur, tanpa mengurangi nilai dari barang
jaminan tersebut kemudian pemanfaatnya sekedar pengganti biaya
atau ongkos untuk perawatan serta penyimpanannya.

3. Penyimpanan dan perawatan barang jaminan pada prinsipnya menjadi
kewajiban debitur, akan tetapi bisa dilakukan oleh kreditur, kemudian
biaya atau ongkos dari pemeliharaan serta penyimpanan barang tetap
kewgjiban debitur (biaya penyimpanan barang jaminan dilakukan

berdasarkan akad ijarah).

4 Dina Fitriana, Staff di Jasa Gadai Syariah, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2
November 2021



4. Besarnya biaya atau ongkos dari penyimpanan serta perawatan barang
jaminan tidak boleh berlandaskan pada jumlah pinjaman.

5. Pelelangan jaminan

a Jika kesepakatan pelunasan utang sudah jatuh tempo, maka
kreditur harus memperingati debitur agar segera melunas
kekurangan utangnya tersebut.

b. Jika debitur tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka kreditur
melelang paksa barang jaminan.

c. Hasl dari lelangan barang jaminan digunakan untuk melunasi
utang debitur, biaya pemeliharaan serta penyimpanan, dan biaya
penjualan barang jaminan.

d. Jika terdapat sisa dari pelunasan utang maka harus diserahkan
kepada debitur dan jika hasil dari |elangan tidak mencukupi untuk

menutupi utang maka kewajiban debitur untuk melunasinya.®

Fatwa DSN MUI di atas dapat dijadikan pedoman dan prinsip dalam
menjalankan produk gadai syariah sesuai dengan hukum Islam pada lembaga
keuangan syariah balk itu perbankan maupun non perbankan yang

menerapkan sistem syariah.

Berdasarkan penggambaran di atas, penulis tertarik meneliti di PT. Jasa
Gadai Syariah dikarenakan PT. Jasa Gadai Syariah didirikan belum cukup

lama yaitu pada tahun 2017. Di mana peneliti ingin mengetahui apakah dalam

5 Anshori, Abdul Ghofur. 2011, Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan
Ingtitusionlisasi, (Y ogyakarta: Gadjah Mada University press), h. 137 dan 138



proses gadai emas tersebut sesuai dengan prinsip syariat Islam dan yang akan
menjadi pembahasan penulis adalah bagaimana praktik yang dilakukan
mengenai gadai emas pada PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan, bagaimana
implementasi fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/111/2002 tentang rahn
pada gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan, dan mengapa fatwa
DSN MUI tidak terimplementasikan sepenuhnya pada akad gadai emas di PT.
Jasa Gadai Syariah Pekalongan. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik
untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan “IMPLEMENTASI
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA NOMOR 25/DSN-MUI/I11/2002 DALAM AKAD GADAI

EMASdi PT. JASA GADAI SYARIAH PEKALONGAN”

B. Rumusan M asalah

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis maka rumusan masalahnya,

sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai emas yang dilakukan di PT. Jasa Gadai
Syariah Pekalongan ?

2. Bagaimana implementass fatwa DSN MUl Nomor 25/DSN-
MUI/I11/2002 tentang rahn pada pembiayaan gadai emas di PT. Jasa
Gadai Syariah Pekalongan ?

3. Mengapa fatwa DSN MUI tidak terimplementasikan sepenuhnya pada

akad gadal emas di PT. Jasa Gadai syariah Pekalongan ?



C. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan

untuk:

1. Mengetahui praktik gada emas yang dilakukan di PT. Jasa Gadai
Syariah Pekalongan.

2. Mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-
MUI/111/2002 tentang rahn pada pembiayaan gadai emas di PT. Jasa
Gadai Syariah Pekalongan.

3. Mengetahui alasan kenapa fatwa DSN MUI tidak terimplementasikan
sepenuhnya pada akad gada emas di PT. Jasa Gadai Syariah
Pekalongan

D. Manfaat Penditian

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian, antaralain:

a Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi
keilmuan di hukum Islam khususnya pada hukum ekonomi syariah serta
dapat menjadi bahan pijakan dan bahan referensi guna penelitian yang

akan datang.



b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, semoga dari penelitian ini dapat menambah ilmu
pengetahuan dan pengadaman yang bermanfaat mengenai
penerapan fatwa DSN MUI dalam praktik gadai emas syariah.

2. Bagi akademisi, memberikan sumbangan pemikiran dan menambah
literatur perpustakaan mengenai akad gadai emas di lembaga
keuangan syariah.

3. Bagi lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat memberikan
sedikit sumbangan pemikiran pada pelaksana gadai emas dalam
upaya penergpan fatwa DSN MUl sebagai acuan dalam
melaksanakan prinsip syariat |slam.

E. Kerangka Teoritis
1. Definisi Dan Fungsi Fatwa

a. Definis Fatwa

Menurut etimonologi fatwa berasal dari bahasa arab yaitu al-fatwa
yang artinya jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan hukum
islam. Menurut Ibnu Manzhur yang dikutip oleh Noor Ahmad dalam

bukunya, fatwa yaitu bentuk mashdar dari kata fata - yaftu — fatwan

(s2 - s - ) yang bermakna muda, baru, penjelasan, serta

penerangan. Sedangkan fatwa menurut Al-Jurjani yang dikutip oleh

Noor Ahmad dalam bukunya, fatwa berasal dari kata al-fatwa (csslt) /
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al-futya (L)), yang artinya jawaban dari suatu permasalah (musykil)

daam hukum Islam. Sehingga fatwa dapat juga diartikan sebagai
seorang ahli yang dapat memberikan penjelasan atas pertanyaan-

pertanyaan dalam hukum Islam.

Menurut terminologi, fatwa atau lebih tepatnya dapat disebut
dengan ifta’ sebagaimana yang telah diutarkan oleh Al-Amidi yang
dikutip oleh Noor Ahmad dalam bukunya, fatwa yaitu penjelasan
hukum syara’ tentang suatu permasalahan atas pertanyaan-pertanyaan

beberapa orang atau kel ompok.

Fatwa menurut Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Noor Ahmad
dalam bukunya, fatwa yaitu menerangkan tentang hukum syara’ di
dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang digjukan
oleh peminta fatwa (Mustafti) baik secara perorangan maupun secara

kolektif atau kelompok.®

Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai patuah, nasehat, jawaban
atas pertanyaan yang berkitan dengan hukum. Dan arti fatwa menurut
terminologi, yang dikemukkan oleh Zamakhysri yang dikutip oleh
Soleh Hasan Wahid dalam jurnalnya, fatwa merupakan penjelasan
hukum syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau

kelompok. Dan fatwa menurut Al-Syatibi yang dikutip oleh Soleh

6 Ahmad, Noor. 2020, Posisi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia,
(Kudus: Maseifa Jendela llmu), h. 9 dan 10
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Hasan Wahid dalam jurnalnya, kata fatwa dapat diarti al-ifta’ yang
artinya keterangan-keterangan tentang hukum syara’ yang tidak

mengikat bagi seseorang atau kelompok yang mengikuiti.

Fatwa menurut bahasa dapat diarti sebagal jawaban mengenai
suatu kegjadian atau peristiwa yang sedang terjadi pada zaman tersebut
(dengan memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa
yang terjadi dalam masyarakat). Dalam ilmu ushul fikih, fatwa berarti
pendapat yang dikemukakan seorang ulama sebagal jawaban yang
digukan peminta fatwa dalam suatu kasus hukum Islam yang sifatnya

tidak mengikat kepada seorang maupun kelompok.’

Fatwa yaitu produk hukum dalam Islam yang diterbitkan dengan
berdasarkan pemikiran sertaijtihad oleh para ulama atau mufti dengan
cara ijma’ dan berlaku untuk umum, arti dari ijtihad adalah sebuah
usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu untuk
memutuskan suatu perkara yang belum dibahas sepenuhnya dalam Al-
Qur'an maupun Al-Hadis dengan menggunakan akal sehat serta
pertimbangan yang matang dan ijma’ merupakan kesepakatan para
ulama dalan menetapkan hukum Islam berdasarkan a-qur’an dan
hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Di Indonesia fatwa ditetapkan

oleh MUI, secara kelembagaan MUI sering diposisikan sebagai ‘mufti

7 Soleh Hasan Wahid “Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan
Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI))”
(Ponorogo: Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2, IAIN Ponorogo
Desember 2019), h. 195
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negara’ dimana ketika pemerintah secara resmi meminta fatwa dalam

perkara yang sedang terjadi dalam presfektif syariat Islam.

Pendapat dari Mahfud MD yang dikutip oleh Awaludin dan Andis
Febrian dalam jurnalnya, fatwa MUI ialah pendapat dari masalah
keagamaan dan tidak termasuk dalam hukum positif. berarti boleh
diikuti ataupun boleh tidak diikuti sehingga mereka yang melanggar
fatwaltidak mengikuti fatwa MUI tidak boleh diberikan sanks. Fatwa
itu mengikat pada diri sendiri sertatidak diatur pada Undang-Undang.
Fatwa yang di keluarkan oleh MUI tidak dapat disamakan dengan
hukum positif di Indonesia dimana ketika melanggar akan dikenakan
hukuman penjara maupun hukuman denda. Akan tetapi keberadaan
dari fatwa yang di keluarkan olen MUI tidak bisa dipandang sebelah
mata, dikarenakan fatwa yang di keluarkan oleh MUI mendapat

dukungan dari umat 1slam.®

Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu’ yang dikutip oleh
Awaludin dan Andis Febrian dalam jurnalnya, menegaskan bahwa
falwa sangat krusial dan banyak keutamaannya, sebab ulama
merupakan pewaris nabi, karena mereka yang menjalankan kefardluan
kifayah, hanya sgja ulama mungkin bisa sgja melakukan kesalahan

dalam mengeluarkan fatwa.

8 Awaludin dan Andis Febrian “Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi K euangan
pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” (Bukitinggi: Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam
Vol. 06 No. 02, IAIN Bukitinggi, Juli-Desember 2020), h. 201
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Hashkafi dalam kitab Ad-Durr Al-Mukhtar yang dikutip oleh
Awaludin dan Andis Febrian dalam jurnalnya, menerangkan bahwa
orang fasik tidak pantas untuk menjadi ulama, sebab fatwa ialah
termasuk urusan agama, sementara orang fasik adalah orang yang
seldui melakukan perbuatan tercela dan perkataanya atau yang

diucapkan tidak bisa diterima dalam masal ah-masal ah keagamaan.®
b. Fungs Fatwa

Terdapat beberapa fungi dari fatwa diantarnya: secara fungsiona
fatwa memiliki fungsi Tabyin (menjelaskan) serta Tawjih (penggerak
dakwah). Tabyin ialah menjelaskan hukum yang merupakan regulasi
praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang
mengharapkan keberadaanya, yang artinya bahwa sebuah fatwa di
keluarkan oleh MUI dikhususkan untuk masyarakat muslim yang
memang mengharapkan fatwa tersebut. Sedangkan Tawjih iaah
memberikan petunjuk dan pencerahan kepada masyarakat luas tentang
permasalahan agama yang bersifat kontemporer, yang artinya bahwa
fatwa tersebut guna petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat
muslim dalam sebuah perkara terkait keagamaan pada zaman sekarang

atau zaman modernisasi °

% Ahmad, Noor. 2020, Posisi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia,
(Kudus: Maseifa Jendelallmu), h. 10 dan 11

10°M. Erfan Riadi “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif
(Analisis Yuridis Normatif)” (Ulumuddin: eournal.umm.ac.id Vol. VI No. IV, Universitas
Muhammadiyah Malang, Januari-Juni 2010), h. 472
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Fungs utama dari fatwa ialah memberikan jawaban atas persoalan
yang muncul dari seseorang atau kelompok. Fungsi fatwa pada zaman
sekarang ini ialah sebagai pembimbing dalam menerangkan seputar
ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan kondisi hidup

masyarakat 1slam.

Pemberian fatwa oleh seorang ulama secara khusus sebagai respon
serta jawaban akan pertanyaan yang disampaikan. Maka, karena fatwa
yang bersifat sebaga sebuah jawaban atau respon terhadap
permasalahan masyarakat, sehingga fatwa senantiasa dinamis (kondisi
yang terus-menerus berubah) dalam penyampaiannya, akan tetapi

belum tentu dari segi isi serta konteksnya.*!
F. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi mengenai gadai. Tetapi hanya
membahas sebatas dan seputar gadai dan barang jaminan itu sendiri. Seperti

halnya beberapa karyailmiah, diantaranya adalah:

Pertama, Dwi Astita dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi
Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Ditinjau dari Fatwa MUl Nomor:
25/DSN-MUI/I11/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit
Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”, dari fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun 2017, skripsi ini membahas mengenai

1 Heri Fadli Wahyudi dan Fajar “Metode ljtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
dan Aplikasinya Dalam Fatwa” (Yogyakarta: Cakrawala : Jurnal Sudi Islam, Vol. 13 No. 2, Uin
Sunan Kalijaga Y ogyakarta, Tahun 2018), h. 123 dan 124
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bagaimana perhitungan dan penentuan biaya pemeliharaan barang gadai dan
bagaimana tinjauannya dari fatwa DSN MUI No. 25/DSN MUI/I11/2002 di

PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka K ota Bengkulu.

Hasil pendlitian di atas dapat ditarik kessmpulan, bahwa perhitungan dan
penentuan biaya pemeliharaan dilakukan dengan melihat besarnya nilai barang
jaminan nasabah, dengan rumus perhitungan ujrah: Taksiran X tarif ujrah X
jangka waktu per 10 hari. Penentuan biaya pemeliharaan barang jaminan
daam produk rahn telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI,
dikarenakan tidak menentukan biaya pemeliharaan atau ujrahnya tidak
berdasarkan besarnya pinjaman nasabah tetapi ditentukan dengan besaran

jaminan nasabah dengan menggunakan nilai taksiran.

Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasannya mengena
fatwa DSN MUI no. 25/DSN MUI/I11/2002 dan perbedaan dengan penelitian
ini yaitu pada penelitian ini menitikberatkan pada biaya pemeliharaan barang
gadai sedangkan penelitian yang saya teliti  menitikberatkan pada
implementasinya fatwa DSN MUI dalam akad gadai emas di PT. Jasa Gadai

Syariah Pekalongan.*?

Kedua, Rustam dalam skripsinya yang berjudul " Pemanfaatan Barang
Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam”, dari

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2011, skripsi ini

12 Dwi Astita. 2017,“Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai ditinjau dari Fatwa
MUI Nomor: 25/DSN-MUI/I11/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah
Semangka Kota Bengkulu”, Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam)
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membahas mengenai bagaimana pemenfaatan gadai dalam sistem hukum
Islam, bagaimana pandangan para ulama tentang pemanfaatan barang gadai
oleh pemegang gadai, serta bagaimana implikas ekonomisnya dari

pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai.

Hasil pendlitian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemanfaatan
jaminan menurut Syariat Islam ada pada pemberi rahn di sini berarti
berorientasi pada akad yang tujuannya guna memberikan kepercayaan serta
menjadi jaminan atas utang, tidak sebagai pencari keuntungan serta hasil atas
gadaian, lau pemanfaaatan atas jaminan pada syariat Islam merupakan
absolut, kecuali ada keadaan tertentu yang merugikan pihak terkait dalam akad
maka jaminan akan dijual dan pandangan para ulama mengenai jaminan yang
dimanfaatkan, rata-rata para ulama membolehkan untuk dimanfaatkan jaminan
gadai sesual dengan ketentuan. Kemudian mengenal pegadaian secara syariah
masih berada jauh dari jangkauan masyarakat agar mengetahui bagaimana

caradan manfaat gadai syariah tersebut.

Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasannya mengenai
rahn dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menitikberatkan
pada pemanfaatan atas barang gadai oleh pemegang gadai dalam prespektif
hukum Islam sedangkan penelitian yang saya teliti menitikberatkan pada

implementasinya fatwa DSN MUI dalam akad gadai.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode Library

Research, pada skripsi ini hanya mengambil dari sumber perpustakaan yang
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terkait dengan penelitian sedangkan penelitian yang saya teliti menggunakan
metode Field Research atau penelitian langsung serta menambahkan

pengumpul an data dengan memanfaatkan sumber perpustakaan.t®

Ketiga, Siti Farihah dalam skripsinya yang berjudul " Analisis
Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan
Syari'ah Nasional No. 25/[DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn di Pegadaian
Syari‘ah Cabang Majapahit Semarang", dari fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang Tahun 2017, skripsi ini membahas mengena
bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan
fatwa Dewan Syariah Nasional no. 25/DSN-MUI/I11/2002, serta bagaimana
prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah

cabang Majapahit Semarang.

Hasil penelitian di atas dapat ditarik kessmpulan, bahwa mekanisme
pelelangan benda jaminan di Pegadaian Syariah cabang Majapahit Semarang
telah sesuai dengan fatwa DSN MUI tetapi jika hasil dari pelelangan tidak bisa
menutupi  utang debitur, kreditur tidak meminta debitur untuk menutupi
kekurangannya padahal di dalam fatwa DSN MUI menerangkan jika hasil dari
pelelangan tidak bisa menutupi kekurangan atas utang dari debitur maka pihak
dreditur meminta untuk menutupi kewajibannya, dan jika dilihat dari prosedur
pelelangan barang jaminan daam pelaksanaannya seperti cara

memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan

13 Rustam. 2011,“Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif
Hukum Islam”, Skripsi, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, Jurusa Ekonomi Islam Fakultas
Syariah dan Hukum)
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tawar menawar dan cara melakukan ijab dan gabul telah sesuai dengan syariat

Islam, karena praktiknya bedasarkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis.

Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasannya mengenai
faawa DSN MUI no. 25/DSN MUI/I11/2002 tentang Rahn dan perbedaan
penelitian ini yaitu pada penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan
lelang atas barang jaminan di Pegadaian Syariah cabang Mg apahit Semarang,
sedangkan penelitian yang saya teliti menitikberatkan pada implementasinya
faawa DSN MUI dalam akad gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah

Pekalongan.*#

Keempat, Boby Aji Saputra yang berjudul “Penerapan Fatwa DSN-M Ul
No. 25/111/2002 Terkait dengan Biaya ljarah pada Akad Rahn di
Pegadaian Syariah”, dari fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Tahun 2019, skripsi ini membahas mengenai bagaimana
penerapan dan kendala dalam akad ijarah pada rahn, serta bagaimana upaya
yang dilakukan apabila terjadi pembiayaan yang bermasalah di Pegadaian

Syariah cabang Alaman Bolak Padangsidimpun.

Hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad ijarah pada
rahn di sanatidak jauh berbeda dengan tata cara gadai konvensional di mana
berbedaanya hanya terdapat pada kata syariahnya sgja dikarenakan dalam

biaya pemeliharaan mengambil ujrahnya melalui besaran pinjaman utang

14 Siti Farihah. 2017,“Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/I11/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syari‘ah
Cabang Majapahit Semarang”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum)
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padaha di fatwa Dewan Syariah Nasiona tidak dibolehkan berdasarkan
pinjaman utang melainkan melalui takaran rahn yaitu semakin besar utang
maka semakin besar pula biaya ujrahnya yang digunakan mulai dari 0,45%,
0,62% dan 0,71%, kendala dalam penerapannya akad ijarah dalam rahn yang
tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah nasiona dikarenakan dalam
pegadaian syariah masih ada beberapa peraturan yang mengikuti peraturan
dalam pegadaian konvensional dan upaya yang dilakukan jika terjadi
wanprestasi  yaitu dengan penjadwalan kembali yang dilakukan dengan
memperpanjang jangka waktu jatuh tempo dan tanpa menambah sisa

kewajiban nasabah yang harus dibayar.

Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasannya mengenai
faawa DSN MUI no. 25/DSN MUI/I11/2002 tentang Rahn dan perbedaan
dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menitikberatkan pada penerapan
faawa DSN MUI terkait biaya ijarah di Pegadaian syariah sedangkan
penelitian saya menitikberatkan pada implementasi fatwa DSN MUI di PT.

Jasa Gadai Syariah Pekal ongan

Dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti hanya menggunakan
pengumpulan data secara langsung di lapangan dan dokumentasi berbeda

dengan pengumpulan penelitian yang sayateliti selain penelitian lapangan dan
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dokumentasi, peneliti juga menggunakan pengumpulan data dengan cara

observasi.®®

Kelima, M. llyas Mawardi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI
Nomor 25/111/2002 Terhadap Penetapan ljarah Dalam Akad Rahn di
BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo”, dari Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Ampel Tahun 2014, skripsi ini membahas mengenal
bagaimana aplikas penetapan ujrah dan bagaimana analisis fatwa DSN MUI
Nomor 25/111/2002 terhadap penetapan ujrah di BMT UGT Sidogiri cabang

Waru Sidoarjo.

Hasil penelitian ini dapat ditarik kessmpulan bahwa aplikasi penitipan
ujrahnya yaitu setelah penandatanganan persetujuan gadai oleh rahin
kemudian penitipan barang gadainya harus melaksanakan akad ijarah dan
pengaplikasian penetapan ujrah di BMT UGT Sidogiri cabang Waru Sidoarjo
tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI no. 25/DSN MUI/IN1/2002, di mana
dalam mengaplikasikan ujrahnya berdasarkan pinjaman, jika pinjamannya
kecil maka akan mendapatkan diskon akan tetapi jika pinjamannya besar tidak
mendapatkan diskon. Hal ini menjadi kerugian bagi nasabah dari pihak yang

pinjamannya besar.

Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasannya mengenai

fatwa DSN MUI no. 25/DSN MUI/111/2002 tentang Rahn dan perbedaan

15 Bobi Aji Saputra. 2019,“Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25/111/2002 Terkait dengan
Biaya ljarah pada akad Rahn di Pegadaian Syariah”, Skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum)
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dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menitikberatkan pada penetapan
ijarahnya sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada implementasi fatwa

DSN MUI di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan.®

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Pendlitian

Metode penelitian menggunakan Field Research atau pendlitian
lapangan, adalah metode penelitian dengan melihat langsung fakta yang
terjadi dilapangan, di sini peneliti akan melihat secara langsung mengenai
praktik gadai emas di PT. Jasa Gadal Syariah Pekalongan apakah fatwa

DSN MUI terimplementasi.

Dalam pembuatan penelitian ini penulis juga mengumpulkan beberapa
data-data yang terkait dengan penelitian, dengan cara mempelgari serta
mengelola bahan pendlitian dengan memanfaatkan sumber perpustakaan

atau studi perpustakaan.
2. Subjek dan Objek Pendlitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu hal yang memiliki data tentang
variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini bertempat di PT. Jasa Gadai
Syariah Pekal ongan yang terletak diwilayah Poncol kecamatan Pekal ongan
Timur Kota Pekalongan, berlokasikan di Jalan Dr. Cipto No.88

Pekalongan.

16 M. llyas Mawardi. 2014,“Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/111/2002 Terhadap
Penetapan ljarah Dalam Akad Rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo”, Skripsi,
(Surabaya: UIN Sunan Ampel, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum)
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Objek penelitian adalah sesuatu hal yang menjadi pokok penelitian dari
suatu penelitiam. Objek penelitianya yaitu implementasi fatwa DSN MUI
nomor 25/DSN-MUI/111/2002 dalam akad gadai emas di PT. Jasa Gadai

Syariah.
3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya

adalah:
a. Data Primer

Data primer adalah data pertama yang dikumpulkan dalam
pemberian informasi yang diperoleh melalui upaya pengambilan data di
lapangan secara langsung.l’ Dan menggunakan metode wawancara
dengan responden yaitu pihak managemen dan observas terkait
mengenai implementasinya fatwa DSN MUI dalam gadai emas dari

hasil yang telah diamati secaralangsung di lapangan.
b. Data Sekunder

Penelitian diperolen melalui telaah pustaka yang didapatkan
dengan memanfaatkan sumber buku, artikel jurnal, situs atau website,
dan sebagainya, supaya memudahkan peneliti dalam menyusun

penelitian dengan baik.

17 Azwar, Saifuddin. 1998, Metodologi penelitian, Cet. Ke 1, (Yogyakarta: Pustaka
Pdgjar), h. 91
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4. Pengumpulan Data

a. Observas

Observasi merupakan metode yang digunakan untuk melakukan
pengamatan terhadap suatu objek secara langsung di lokasi penelitian.
Peneliti melakukan pengamatan dilapangan mengenai produk gadai
emas yang terdapat di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan, agar
memahami aktifitas suatu proses atau objek mengena bagaimana
mekanisme praktik yang dilakukan pada gadai emas syariah serta

implementasi dari fatwa DSN MUI terkait gadai emas.
b. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2
orang secara lisan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna
penelitian ini. Pihak pertama pewawancara, merupakan seorang
memberikan pertanyaan agar memperoleh informasi yang dibutuhkan,
dengan pihak kedua terwawancara, merupakan orang Yyang
diwawancaral atau narasumber. Adapun bentuk-bentuk wawancara
terbagi menjadi 3 macam, yakni: wawancara yang berstruktur, tidak
berstruktur dan semi terstruktur.'® Tujuan pendliti menggunakan
metode ini yaitu guna mendapatkan data yang kongkrit dalam

pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah di susun oleh

18 Mamik.2015, Metode Kualitatif,(Sidoarjo: Zifatama Publishing), him. 110-115
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penulis kepada responden yaitu pihak Managemen mengena akad

gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekal ongan.
c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan guna
menyediakan dokumen-dokumen dengan bukti akurat atas karangan
atau tulisan, surat kabar, undang-undang dan lainnya dijadikan satu

guna penelitian.®

Daam ha ini pendliti melakukan metode dokumentasi untuk
penelitian yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan bukti dari
keterangan benda-benda tertulis seperti brosur, serta literatur yang

menyangkut dalam penelitian.
5. Andisis Data

Andisis data yang diperoleh melaui wawancara, telaah pustaka
mengenai penelitian, serta observasi akan diolah menggunakan analisis
kualitatif, yaitu pendekatan untuk memahami masaah dengan
menggunakan analisis, guna memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, serta menentukan yang penting untuk memenuhi penelitian.?

Setelah analisis data selesai maka semua data yang terkumpul disajikan

dengan cara deskriptif, ialah untuk menygiikan gambaran lengkap

19 Arikunto. 2010, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Cet. ke 14,
(Jakarta: Rinka Cipta), h. 201

2 Moleong, Lexy J., 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja
Rosdakarya), h. 248
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mengenai penelitian ini Kemudian semua hasil atas penelitian akan
dismpulkan dengan cara berfikir induktif, yang berupa prinsip umum

berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan cara penyusunan dan penulisan suatu
karya ilmiah berdasarkan aturan penulisan yang benar dan sesuai. Hasil dari

penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini meliputi gambaran umum tentang skripsi yang
beriskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan,
manfaat penelitian, kerangka teoritis, telaah pustaka, metodologi penelitian

dan sistematika pembahasan.

Bab Il: Landasan Teori, bab ini beris tentang deskripsi teori tentang
definisi dan fungsi fatwa, kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia dalam sistem hukum Indonesia, metode dalam berfatwa di
Majelis Ulama Indonesia, dan fatwa Dewan Syariah Nasiona Magjelis Ulama

Indonesia No. 25/DSN-MUI/111/2002 tentang rahn.

Bab I1I: Hasil Penelitian, bab ini beris mengena praktik gadai emas di
PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan yang meliputi gambaran umum PT. Jasa
Gadai Syariah Pekalongan diantaranya sgjarah singkat berdirinya PT. Jasa
Gadai Syariah Pekalongan, visi dan mig, struktur pengurusan, dan dalam bab
ini memaparkan produk-produk yang ada di PT. Jasa Gadai Syariah terutama

praktik gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekal ongan.
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Bab 1V: Andisis Hasil Penditian, bab ini beriskan mengenai
implementasi fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/I11/2002 tentang Rahn pada
praktik gadal emas atau Rahn di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan, serta
alasan kenapa tidak terimplementasi sepenuhnya fatwa DSN MUI tentang

Rahn di PT. Jasa Gadal Syariah Pekalongan.

Bab V: Penutup, Sebagai Bab akhir, bab ini menguraikan secara singkat
kesimpulan mengenai implementasi fatwa DSN MUI tentang Rahn pada
praktik gadai emas yang didapat atas hasil penelitian serta beberapa saran dari

hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

Pertama, praktik gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah. Seorang yang
ingin menggadaikan emas di PT. Jasa Gadai Syariah diharuskan membawa
identitas diri berupa KTP serta membawa barang sebagai jaminan berupa
emas baik itu perhiasan maupun logam mulia. Kemudian emas ditaksir oleh
petugas agar tau berapa jumlah maksimal utang dari barang jaminan tersebut
serta biaya ujrah per hari (0,06% dari jumlah taksiran rahn), jumlah taksiran
rahn nominalnya lebih besar dengan nomina jumlah utang nasabah. Dan

jangka waktu jatuh tempo 120 hari dari saat menggadaikan.

Ketika sudah jatuh tempo nasabah belum melunasinya maka pihak PT.
Jasa Gadai Syariah menghubungi nasabah agar segera membayar, jika nasabah
ingin diperpanjang maka akan diperpanjang selama 120 hari. Ketika sudah
diperpanjangpun nasabah belum melunasinya maka nasabah dihubungi
kembali untuk memusyawarahkan di PT. Jasa Gadai Syariah, jika hasil dari
kesepakatan akan dijual, maka barang jaminan tersebut akan dijua. Akan
tetapi penjualannya bukan dengan menggunakan sistem lelang tetapi dengan

penjualan ke toko emas.
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Walaupun sistem penjualan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI no.
25/DSN MUI/111/2002 yaitu dengan lelang tapi dari hasil penjualan tersebut
guna melunasi utang nasabah serta pembayaran ujrah. Dan jika terdapat
kelebihan atau sisa maka akan diserahkan ke nasabah sebaliknya jika terdapat

kekurangan maka kewagjiban nasabah yang menambah kekurangan tersebut.

Kedua, fatwa DSN MUI No. 25/DSN MUI/IN1/2002 tentang rahn tidak
terimplementasi  sepenuhnya pada praktik pinjaman gadai emas yang
dilakukan PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan dikarenakan proses dalam
penjualan barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah tidak sesuai dengan
butir 5 huruf b di dalamnya membahas bahwa barang jaminan yang tidak
ditebus oleh nasabah akan dijual melalui sistem lelang sesuai syariat Islam
akan tetapi di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan dengan sistem penjualan ke

toko emas.

Walaupun dalam fatwa DSN MUI No. 25/DSN MUI/I11/2002 tentang rahn
dalam butir 4 sesuai yaitu biaya yang dilakukan tidak dibolehkan menurut
jumlah pinjaman. Akan tetapi biaya ujrah dan perawatan justru diambil dari
taksiran rahn yang nominalnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
nomina utang atau pinjaman nasabah dengan demikian maka ujrahnya akan
lebih besar dibandingkan dengan melihat dari jumlah pinjaman otomatis akan
membebani peminjam, di sisi lain penentuan ujrah 0,06% tidak diketahui dari
mana asalnya atau penghitungannya karena tidak diketahui maka menurut

saya ujrah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah.
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Ketiga, Penjualan barang jaminan oleh PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan
penjualannya bukan dengan lelang tetapi pihak Jasa Gadai Syariah menjuanya
ke toko emas dengan aasan bahwa pihak nasabah jarang ada barang jaminan
yang ditebus. Walaupun cara dari penjualan barang jaminan tersebut tidak
sesuai yang diatur oleh fatwa DSN MUI No. 25/DSN MUI/IN1/2002 tentang
rahn yaitu dengan cara pelelangan akan tetapi maksud dari penjualan tersebut
sama Yyaitu untuk upaya melunasi pinjaman utang serta ujrah atas barang

jaminan tersebut dan biaya penjuaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan setelah memperoleh simpulan

adalah sebagai berikut:

1. Saran penulis pada PT. Jasa Gadai Syariah agar data penjualan barang
jaminan atau nasabah yang jatuh tempo di tulis atau dibukukan serta
data nasabah di pusat dan cabang pada saat pembukuan atau penulisan
di pisah jangan di gabungkan menjadi satu agar mengetahui seberapa
banyak nasabah di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan (pusat).
Kemudian bahwa penjualan tersebut sebaiknya mengikuti aturan
faawa DSN MUI yaitu dengan menggunakan sistem pelelangan.
Walaupun PT. Jasa Gadai Syariah pendiriannya belum begitu lama
serta beberapa ahli meneybutkan bahwa fatwa MUI tidak mengikat

akan tetapi fatwa MUI bisa dijadikan sebagai pertimbangkan oleh
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hakim dalam memutuskan perkara perdata maka sebaiknya dalam
penjualan coba dengan menggunakan sistem lelang.

Untuk kedepannya, penulis sendiri menyadari isi dari skripsi ini masih
banyak kekurangan, maka dari itu penulis sangat senang jika suatu
hari ada penulis lain yang ingin memperdalam penelitian ini supaya
lebih banyak didapat temuan-temuan yang bisa menjadi sumber ilmu

baru, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat.
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1
Transkrip Wawancara
Nama : DinaFitriana
Alamat : J. Dr. Cipto No. 84 Pekalongan, Kec, Pekalongan Timur, Kota
Pekalongan

Pekerjaan : Karyawan Swasta

1. Padatahun berapa didirikannya PT. Jasa Gadai Syariah?
Jawab: Berdiri sgjak tahun 2017.

2. Padatahun berapa mendapatkan ijin dari OJK?
Jawab: 1 Desember 2017

3. Bagaimana cara mempromosikan produk di Jasa Gadai Pekalongan?
Jawab: Melalui iklan di radio, brosur serta pengiklanan melalui media
masa

4. Adaberapaproduk yang dimiliki PT. Jasa Gadai Syariah Pekaongan?
Jawab: Sampai sekarang masih ada 2 produk yakni pinjaman gadai emas
dan pembiayaan angsuran emas

5. Apasgaakad yang digunakan dalam pinjaman gadai emas?

Jawab: Akad rahn dan akad ijarah
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10.
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Berapa jumlah nasabah baik itu gadai emas ataupun pembiayaan angsuran
emas dari tahun 2019 sampai 20217

Jawab: 2019 ada 4.556 nasabah gadai dan 700 nasabah angsuran emas,
2020 ada 5.742 nasabah gadai dan 731 nasabah angsuran emas, dan 2021
ada 7.519 nasabah gadai dan 710 nasabah angsuran emas.

Apa persyaratan yang harus dibawa untuk pinjaman gadai emas?

Jawab: KTP adli dan barang jaminan berupa emas yang harus memiliki
nota pembelian

Emas yang menjadi jaminan di PT. Jasa Gadai Syariah, selain dalam
bentuk logam mulia, apakah bisa dalam bentuk perhiasan tidak?

Jawab: lya, bisa dalam bentuk perhiasan seperti kalung, cincin, gelang
maupun anting

Batas waktu atau jatuh tempo yang telah di tentukan pada Jasa Gadai
Syariah?

Jawab: Jatuh tempo selama 120 hari, 10 hari sebelum penjualan marhun
Jika nasabah melakukan wanprestas atau belum membayar pinjaman
utang padahal sudah jatuh tempo, bagaimana cara yang dilakukan oleh PT.
Jasa Gadai Syariah?

Jawab: Caranya pihak kami menghubungi nasabah agar segera membayar,
jika nasabah ingin  memperpanjang lagi, maka kami akan
memeperpanjangnya selama 120 lagi, jika selama itu masih belum

memebayar maka nasabah dihubungi kembali untuk memusyawarahkan
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12.

13.
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akan dijua atau di perpanjang lagi, jika nasabah ingin dijual maka pihak
kami akan menjuanya dan tanpa memintaizin kembali ke nasabah
Bagaimana sistem penjualan barang yang tidak ditebus oleh nasabah?
Jawab: Pihak kami menghubungi seseorang yang akan menjualnya ke toko
emas

Kenapa barang jaminan yang tidak ditebus sistem penjuanya tidak di
lelang?

Jawab: Karenajarang ada yang ditebus

Jika terdapat sisa dari hasil penjualan yang telah dikurangi untuk
pelunasan pinjaman utang dan pembayaran ujrahnya apakah akan
dikembalikan kepada nasabah?

Jawab: Ya, nanti pihak kami menghubungi nasabah untuk mengambil
sisanya dan sebaliknya jika terdapat kekurangan maka wajib bagi nasabah

untuk menambahi kekurangan tersebut
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DOKUMENTAS




Lampiran 3
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IDENTITAS DIRI
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2. Tempat Tanggal Lahir  : Pemalang, 12 Januari 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Susukan RT.02/RW.03

.

Alamat Email

IDENTITAS ORANG TUA

Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
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